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PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Thk
TENTANG
PENGELOLAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DAN REMUNERASI,
SERTA PENGGUNAAN JASA PERBANKAN LAINNYA

No. PA BJB - W15-A12/2223/KU.05/11/2021
No. BRI : B.028/KC-X/RTL/11/2021

Pada hani Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Pulub Satu,
bertempat di Martapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

L.

II.

Dr. H MUHAMMAD NAJMI FAJRIL, S H.I, M H.1 sclaku Ketua Pengadilan Agama
Banjarbaru, bertempat tinggal di Banjarbaru dalam hal in1 bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 127/KMA/SK/V1/2021
tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama
dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banjarbaru
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

FAISAL selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Martapura bertempat tinggal di Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015
dihadapan Notaris Emi Susilawati SH, Notaris di Jakarta dan karenanya berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Martapura, berkedudukan di Martapura dengan alamat JI. A. Yani KM. 40 No 5
Martapura selanjutnya discbut PIHAK KEDUA,.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA
PIHAK™ dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK™ terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah
Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-UndangNomor 7 Tahun
198%tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama.
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2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan usahanya
adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya, dengan
jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagaimana yang di
maksud dalam Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan/ PIHAK KEDUA adalah badan hukum
berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di dalam bidang Jasa Perbankan dengan
menggunakan Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan yang
disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan
remunerasi,serta penggunaan jasa perbankan lainnya.

Rerdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian
Kerjasama Tentang Pengelolaan Pembayaran Gaji Pegawai Dan Remunerasi, Serta
Penggunaan Jasa Perbankan Lainnya yang selanjutnya disebut dengan “PERJANJIAN” dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Gaji adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja dilingkungan PIHAK PERTAMA yang
dibayarkan kepada pegawai setiap bulan.

2. Remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagat imbalan
dari jasa yang sudah dikerjakannya.

3. Cash Munagement System (CMS) adalah salah satu jemis jasa layananan pengelolaan
keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (perusahaan atau lembaga) dimana
nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung
melaluifasilitas Online.

4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai yang terdaftar di lingkungan PIHAK
PERTAMA,

S. Daftar Gaji Pegawai adalah Daftar Gaji Pegawai PIHAK PERTAMA yang ditandatangani
oleh Pejabat pembuat Gaji Pegawai yang benisi Nomor Rekening, Jumlah Uang yang
diterima, Nama Pegawai, Nomor Induk Pegawai, dan Golongan/Ruang.

6. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja di lingkungan PIHAK

PERTAMA yang memiliki DIPA.
in\wm PIHAK KEPUA
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7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas yang ditunjuk
oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satker
yang bersangkutan.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya.

9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK PERTAMA yang diangkat
oleh Kuasa Pengguna Anggaran PIHAK PERTAMA.

10. Surat Perintah Pemindahbukuan adalah surat perintah yang di tandatangani oieh Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi kewenangan kepada PIHAK PERTAMA,
yang ditunjukan kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan sejumlah dana
pembayaran gaji dan remunerast pegawai berdasarkan Daftar Gaji Pegawai dan Daftar
Tanda Terima Remunerasi Pegawai.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara berdasarkan Surat Perintah
Membayar, vang dijadikan dasar bagi PTHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan.

12. Rekening Giro adalah rekening simpanan PIHAK PERTAMA atas nama Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja, vang ditatausahakan di Unit Kerja PIHAK KEDUA, yang
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau
Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

13. Rekening tabungan adalah rekening tabungan atas nama Pegawai untuk penampungan Gaji
dan Remunerasi Pegawai yang dilengkapi kartu ATM.

14. Salary Crediting adalah proses pembayaran gaji yang dilakukan otomatis oleh sistem pada
PIHAK KEDUA.

15. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor
Unit Vertikal Direktorat Jendral Pembendaharaan Kementrian Keuangan.

16. Unit Kerja PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Banjarbaru.

17. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang
(Kanca), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas dan Kantor Unit di Lingkungan
PIHAK KEDUA.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adaiah :

a. Meningkatkan, kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam pembayaran Gaji dan
Remunerasi Pegawai,
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b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemanfaatan jasa perbankan yang disediakan
PIHAK KEDUA.

RAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 3

Ruang Lingkup meliputi :

a. Pengelolaan Pembayaran Gaji dan Remunerasi Pegawai melalui produk jasa perbankan.

b. Pengelolaan Pembayaran tunjangan-tunjangan yang sumber dananya berasal dari APBN.
Pengelolaan transaksi keungan secara Real Time Online dari Instansi dengan Menggunakan
CMS .

d. Penyediaan jasa Perbankan bagi pegawai.

BAB IV
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a,

PIHAK PERTAMA membuka rekening Giro pada Unit Kerja PIHAK KEDUA yang
terdekat dengan Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
yang terdekat dengan Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA menginstruksikan kepada selurub pegawai Pengadilan Agama
Banjarbaru untuk membuka Rekening Tabungan pada Unit Kerja PIHAK KEDUA
scsuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA menjamin tersedianya Dana Gaji Pegawaidi rekening Giro.
Selambat - lambatnya | (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pembayaran gaji
pegawai,Bendahara pengeluaran pada Satker dengan sepengetahuan KPA mengirtmkan
Daftar Potongan Gaji Pegawai kepada Unit Kerja PIHAK KEDUA.

{(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a.

Melaksanakan pemindahbukuan Gaji dan Remunerasi ke Rekening Tabungan Pegawai
tanpa biaya tambahan apapun setiap bulan,

Dalam pelaksanaan daftar potongan gaji pegawai, apabila potongan gaji pegawai lebth
besar dari gaji yang diterima setiap bulannya, dan saldo rekening juga tidak mencukupi,
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maka PIHAK KEDUA melakukan pemotongan gaji pegawal secara otomatis melalui
Automatic Fund Transfer (A1°T) dari tanggal 1 s/d 15 setiap bulannya.
Melakukan pembayaran Gaji pada tanggal 1 (satu) dan pembayaran Remunerasi ketika
saldo sudah tersedia di rekening bendahara pengeluaran, selambat-lambatnya sampai
dengan jam 15.00 pada hari yang sama pada setiap bulan.
Dalam hal tanggal 1 (satu) jatuh pada hari bukan hari kerja, maka pelaksanaan
pemindahbukuan Gaji ke Rekening Tabungan Pegawai atau pembayaran tunai
dilaksanakan pada han kerja berikutnya.

PIHAK KEDUA memberikan layanan perbankan bagi pegawai yang akan
menggunakan fasilitas :

1) Kredit Pegawai (BRI Guna Kretap),

2) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR BRI});

3) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB BRI);

4) Kredit Mulitguna;

5) Kartu Kredit.
PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti tanda terima angsuran pinjaman pegawai
setiap bulannya ke kantor Pengadilan Agama Banjarbaru.

(3) Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢, dapat dibenkan PIHAK
KEDUA apabila PIHAK PERTAMA memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA bersedia membantu PIHAK KEDUA terhadap kelancaran

pengembalian kredit dengan menyampaikan daftar potongan gaji pegawal yang
bersangkutan.

PIHAK PERTAMA bersedia mcmbantu PIHAK KEDUA apabila pegawai penerima
fasilitas tersebut pensiunnya dipercepat, diberhentikan, atau kreditnya bcrmasalah,
dengan cara mendahulukan/memprioritaskan penerimaan uang pensiun, maupun segala
penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk
diperhitungkan dengan sisa kreditnya atau sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK
KEDUA.

BABV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

(1) Ketentuan Khusus Rekentng Giro :

a.

PIHAK PERTAMA memindahbukukan jasa Giro dan setoran pajaknya dari Rekening
Giro ke Rekening Kas Negara.
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b. PIHAK KEDUA mengirimkan kepada PIHAK PERTAMA rekening koran
penerimaan jasa giro dan pemindahbukuan jasa giro setiap akhir bulan apabila PIHAK
PERTAMA mengajukan permintaan.

¢. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari:

1)} Setoran awal pembukuan Rekening Giro;

2) Biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya,

3) Biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran dan laporan pemindahbukuan
jasa giro.

(2) Ketentuan Khusus Rekening Tabungan :

a. Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp50.000,00 (/ima puluh
ribu rupiah).

b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening tabungan pegawai Rp12.000,00(dua belas
ribu rupiah) dan kartu ATM sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiak) ditanggung oleh
pemegang pihak rekening.

(3) Ketentuan Khusus Pelayanan :

a. PIHAK PERTAMA yaitu KPA, Bendahara Pengeluaran, atau pejabat pengelola
keuangan lainnya, mendapat pelayanan bebas antrian dalam hal perbankan keuangan
kantor/seluruh pegawai pada hari kerja Bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.

b. Pada setiap akhir bulan PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan bank berupa
Rekening Koran serta pelaporan lain yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

¢. Dalam hal transaksi keuangan dilakukan melalui fasilitas Cash Manajemen System
(CMS) BRI maka pelayanan transaksi disesuaikan dengan jam operasional CMS-BRI.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 25
Agustus 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH
PIHAK.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada
ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang —
kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati
KEDUA BELAH PIHAK.

(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
penghentian perjanjian oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak
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lain tidak memberi jawaban, maka penanjian kerja sama ini dianggap telah berakhir pada
tanggal sesuai surat pemberitahuan.

(4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerjasama, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

(5) Berakhimya kerjasama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban masing-masing yang
belum diselesaikan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

(1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesatkan oleh KEDUA
BELAH PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melaluwi Pengadilan
Negeri Banjarbaru.

BAB VIH
LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam
Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat KEDUA BELAH PIHAK.
Diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
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“* PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH LAINNYA DAN PANJAR BIAYA PERKARA SECARA

ELEKTRONIK
ANTARA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEROQO) Tbk.

KANTOR CABANG MARTAPURA

NOMOR : W15-A12/2222/KU.05/11/2021

NOMOR : B.029/KC-X/RTL/11/2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun dua ribu dua puluh
satu ( 24/11/2021), bertempat di Martapura, yang bertandatangan di bawah im :

I.  Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S H.I.,, M.H.1. selaku Ketua Pengadilan Agama
Banjarbaru, bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut  berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor

127/KMA/SK/V1/2021 tanggal 22 Juni 2021 tenteng promosi dan mutasi Hakim
di lingkungan peradilan agama dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengadilan Agama Banjarbaru untuk selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

II. Faisal selaku Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Martapura bertempat tinggal di Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut berdasarkan surat Kuasa Direksi Nomor 15 tanggal 20-05-
2015( Dua puluh Mei dua ribu lima belas) dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan aias
nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martapura,
berkedudukan di Martapura dengan alamat JI. A. Yani KM.40 No.5 Martapura

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
“PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK™ terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut :

. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada
di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.
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Bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang salah satu kegiatan

usahanya adalah memberikan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-
nasabahnya, dengan jaringan dan fasilitas layanan yang tersebar di seluruh
Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan/ PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan
terbatas yang bergerak di dalam bidang Jasa Perbankan dengan menggunakan
Prinsip Syariah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syanah.

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menggunakan layanan perbankan

yang disediakan olech PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan atas
rekening pemerintah lainnya dan panjar biaya perkara sccara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK scpakat untuk melakukan Perjanjian
Kerjasama Tentang Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar
Biaya Perkara Secara Elektronik yang selanjutnya discbut dengan “PERJANIJIAN™
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam PERJANIJIAN yang dimaksud dengan :

1.

Penggugat adalah termasuk pemohon/pelawan/pembantah/pemohon
intcivensi/pemohon upaya hukum dalam suatu perkara.

Wajib Bayar adalah Penggugat dan pihak — pihak lain yang memiliki kewajiban
pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.

Rekening Pemerintah Lainnya yang selanjutnya disingkat RPL adalah rekening
giro milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung uang yang
tidak dapat ditampung pada rekening pengeluaran PIHAK PERTAMA yang
antara lain namun tidak terbatas pada panjar hiaya perkara secara elektronik.
Transaksi adalah setiap kegiatan yang menimbulkan perubabian keuangan baik
bertambah ataupun berkurang pada RPL.

Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik adalah pembayaran dan
penambahan panjar biaya perkara secara elektronik dari Penggugat kepada
PIHAK PERTAMA serta pengembalian sisa panjar biaya perkara secara
elektronik dari PIHAK PERTAMA kepada Penggugat melalui layanan
perbankan.

Virtual Account yang selanjutnya disingkat dengan VA merupakan layanan
perbankan elektronik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, berupa nomor identifikasi Penggugat yang dibuka olch PIHAK
KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA, berupa nomor indentifikasi

mHAi KESATU Pimy(nm
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" Penggugat yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK

10.

11.

12.

13.

14.

13,

PERTAMA untuk selamjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai nomor
rekening tujuan penerimaan dimana Transaksi dan dananya melekat pada RPL.
Cash Management System yang selanjutnya disingkat dengan CMS adalah
sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi dar/ atau layanan atas
saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan
utilitas, pencetakan rekening/ laporan dan layanan-layanan lain dalam
pelaksanaan transaksi perbankan secara online dan realtime.

Teller adalah layanan perbankan milik PIHAK KEDUA yang disediakan kepada
Wajib Bayar yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi
perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan, termasuk tapi
tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi pada pada waktu
pelayanan PIHAK KEDUA.

E-Channel adalah jaringan dan layanan transaksi elektronik PIHAK KEDUA
yang berfungsi melayani transaksi keuangan sccara clektronik sebagai pengganti
Teller yang meliputi ATM, EDC, CMS, internet banking, dan mobile banking.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah instansi vertikalDirektorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa
Bendahara Umum Negara.

Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat dengan TNP adalah sistem
yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening
milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga yang terdapat pada
seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan
perpindahan dana antar-rekening,

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat dengan
SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan
untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap
Kementerian Negara/ Lembaga.

Java Script Object Notation yang selanjutnya disingkat dengan JSON adalah
suatu format ringkas berbasis teks dan terbaca-manusia serta merepresentasikan
struklur data sederhana dan lank asosiatif yang digunakan untuk mclakukan
pertukaran data komputer.

Informasi Rahasia adalah segala data dan informasi dalam bentuk tulisan, lisan
atau lainnya yang timbul dari PERJANJIAN dan bukan termasuk ke dalam
informasi publik.

Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA
PIHAK yangsecara nyata menghambat pelaksanaan PERJANJIAN yang antara
lain namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, epidemik,
pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan
jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah saiu PIHAK atau
pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, perubahan
perundang- undangan dan gangguan keamanan lainnya.
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PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud PERJANJIAN adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
mengelola RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektromk PIHAK
PERTAMA pada PIHAK KEDUA.

Tujuan PERJANJIAN adalah meningkatkan sinergi yang saling memberikan
manfaat antara PARA PIHAK dalam mengelola RPL dan panjar biaya perkara
dengan menggunakan layanan perbankan termasuk Transaksi secara
elektronik, monitoring dan pelaporan,

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PERJANJIAN meliputi :

a.
b.

C.

Pembukaan dan pengelolaan RPL;

Pengelolaan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik;

Monitoring dan pelaporan atas RPL dan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara
Elektromik.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN

Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya PERJANJIAN.

PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1
(satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhini jangka waktu
PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, maka PIHAKtersebut wajib membentahukan secara tertuhs kepada
PIHAK lainnya sclambat-lambainya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran
PERJANIIAN yang dikehendaki.

Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat
mengakhiri PERJANJIAN,

Segala hak maupun kewajiban dart masing-masing PIHAK yang masih ada pada
saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing —
masing PIHAK.

Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2),(3),dan{4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam
Pasal 1266 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata.

PTHAK KESATU PI.HA7VI 14
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PASAL 5
HAK DAN KEWAIJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA yaitu :

a.

b.

Membuka dan mendapatkan layanan pengelolaan RPL;

Mendapatkan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara
Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan fasilitas perbankan lainnya,
Mendapatkan corporate id (CID) dan code (kode unik) pada saat pembukaan
RPL;

Mendapatkan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan
RPL sebagat sarana untuk melakukan Transaksi dan momtoring seluruh
Transaksi;

Mendapatkan laporan atas saldo bulanan RPL setiap akhir bulan;
Mendapatkan laporan atas berhasil tidaknya Transaksi Panjar Biaya Perkara
Secara Elektronik secara onfine dan realtime;

Mendapatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya
Perkara Secara Elektronik;

Mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA untuk menindaklanjuti temuan
audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.
Mendapat pelayanan bebas antrian dalam hal perbankan keuangan kantor
pada hari kerja Bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.

Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu :

a.

Membuka RPL sesuai PERJANHAN setelah mendapat persetyjuan dari
KPPN setempat;

Melaporkan pembukaan RPL kepada KPPN dan Sekretaris Mahkamah Agung
cq. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
Mengirimkan corporate ID (CID) dan unique code (kode unik) yang
diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung;

Mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementertan Keuangan
melalur Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung;

Menginformasikan penggunaan CMS.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA yaitu :

a.
b.

Membuka dan mengelola RPL sesuai PERJANJIAN;
Mendapatkan informasi mengenai penggunaan CMS.

Kewajiban PIHAK KEDUA vyaitu :

a.

Melakukan layanan pembukaan dan pengelolaan RPL;
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Menyediakan layanan untuk Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara

Elektronik dengan menggunakan layanan VA dan layanan perbankan lainnya;

¢. Menerbitkan corporate ID (CID) dan wunique code (kode unik) pada saat
pembukaan RPL;

d. Menyediakan layanan CMS dan layanan perbankan lainnya untuk pengelolaan
RPL sebagai sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring seluruh
Transaksi,

e. Melaksanakan kewajiban terkait jasa giro, administrasi dan pajak atas RPL
scsuai peraturan perundangan-undangan;

f.  Memberikan laporan atas saldo RPL bulanan setiap akhir bulan;
Memberikan laporan atas berhasil tidaknya Transakst Panjar Biaya Perkara
Secara Elektromk secara online dan realtime;

h. Memberikan rekapitulasi hasii rekonsiliasi harian atas Transaksi Panjar Biaya
Perkara Secara Elektronik;

.. Memberikan bantuan kepada PIHAKPERTAMA dalam menindakianjuti

temuan audit yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PEMBUKAAN RPL

PIHAK PERTAMA membuka RPL pada PIHAK KEDUA setelah mendapat
persetujuan dari KPPN setempat dengan tembusan Sekretaris Mahkamah Agung
¢q. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
PIHAK KEDUA melaksanakan pembukaan RPL PIHAK PERTAMA dengan
ketentuan :

a. penamaan RPL sesual surat persetujuan rekening dari KPPN,;

b. setoran awal RPL minimal Rp0 (nol rupiah).

PIHAK PERTAMA melaporkan pembukaan RPL baru tersebut kepada KPPN dan
Sekretaris Mahkamah Agung c¢q. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan
Administras1 Mahkamah Agung.

PIHAK PERTAMA mengirimkan Corporate ID (CID) dan unique code
(kodeunik} yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung untuk diaktifkan.

PIHAK PERTAMA mendaftarkan RPL dalam program TNP kepada Kementerian
Keuangan melalui Sekretaris Mahkamah Agung ¢q. Kepala Biro Keuangan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
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PASAL 8
PENGELOLAAN RPL

PIHAK KEDUA menyediakan layanan CMS untuk pengelolaan RPL sebagai

sarana untuk melakukan Transaksi dan monitoring pada RPL termasuk namun

tidak terbatas pada Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, dengan
ketentuan :

a. PIHAK KEDUA akan memberikan user ID dan pussword, atas permintaan
PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan menyebutkan jenis kebutuhan
penggunaannya;

b. PIHAK PERTAMA memberikan daftar nama yang ditunjuk sebagai system
administrator dan administrator CMS kepada PIHAK KEDUA;

¢. Permintaan untuk perubahan user /1), password dan kebutuhan penggunaan
serta daftar nama disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA
kepada PTHAK KEDUA,;

Wajib Bayar melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui Teller

dan/atau E-channel.

Pendebetan pada RPL dilakukan dengan ketentuan :

a. melalui layanan perbankan secara elektronik/ cek/ bilyet giro,

b.  pejabat PIHAK PERTAMA yang mengelola RPL melakukan penarikan uang
sesual dengan kebutuhan pada jam operasional PARA PIHAK kecuali
diperjanjikan secara tertulis sebelumnya.

Saldo mimmum RPL sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

RPL tidak mendapatkan jasa giro dan tidak dikenakan pajak dan biaya administrasi
atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk rekening program TNP.
Biaya-biaya lainnya di luar PERJANJIAN akan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku pada PIHAK KEDUA selama tidak bertentangan dengan PERJANJIAN
dan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK
PERTAMA terlebih dahulu.

PIHAK KEDUA memberikan laporan saldo rekening bulan setiap akhir bulan
kepada PIMAK PERTAMA.

PASAL ¢
PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PENAMBAHAN PANJAR BIAYA
PERKARA

PIHAK KEDUA menyediakan layanan VA kepada PIHAK PERTAMA dalam
penerimaan pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara dari Penggugat
setelah dilakukan :

a. sinkronisasi teknologi informasi terkait antara PARA PIHAK;

b. pemenuban syarat dan ketentuan pendaftaran VA yang tidak bertentangan

dengan PERJANJIAN,
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.- Proses unggah data VA oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dengan

mekanisme integrasi.

Pembayaran dan penambahan panjar biaya perkara oleh Penggugat kepada PIHAK
PERTAMA dengan menggunakan VA melalui E-channel dan/ atau Teller,

Biaya terkait VA yaitu:

a. biaya E-channel dan Teller sebesar Rp 0,- (nol rupiah);,

b. biaya transfer antarbank mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
PIHAK KEDUA mengkreditkan dana pembayaran Penggugat ke RPL secara online

dan real time.

PASAL 10
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat dilakukan secara
elektronik dengan biaya transfer dibebankan kepada Penggugat atau tanpa biaya
dengan menggunakan metode SPAN.

Komunikasi data instruksi pemindahbukuan dilakukan secara langsung melalw
layer aplikasi antara server Mahkamah Agung dengan server kantor pusat PIHAK
KEDUA,

Metode komunikasi data antara server Mahkamah Agung dengan server kantor
pusat PIHAK KEDUA menggunakan JSON Messaging terenkripsi.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PERKARA

SECARA ELEKTRONIK

Laporan Transaksi Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik dapat dilibat pada RPL
dan/atau dicetak oleh PFHAK PERTAMA melalui layanan CMS dan/atau layanan
sejenis yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA melaporkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Transaksi Panjar
Biaya Perkara Secara Elektronik secara online dan real time metalui flagging.
PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi harian hasil rekonsiliasi Transaksi
Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik kepada PIHAK PERTAMA pada hari kerja
berikutnya (H+ ).

PIHAK KEDUA meclakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan
pembukuan dalam Transaksi Pamjar Biaya Perkara Secara Elektronik setelah
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan
panjar biaya perkara secara elektronik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
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PASAL 12
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menyimpan dan dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia
apapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PTHAK lainnya dan akan
melakukan semua tindakan pencegahan vang wajar untuk mencegah terjadinya
pengungkapan tersebut.

Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terus
berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun PERJANJIAN berakhir.
Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka segala kerugian yang timbul dan dialami oleh PIHAK lainnya,
merupakan tanggung jawab sepenuhnya dani PIHAK yang melanggar.

PASAL 13
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK
yang menyebabkan kerugian tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian
yang ditimbulkan.

Apabila terdapat kerugian yang disebabkan secara bersama- sama oleh PARA
PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional,

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa PARA
PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PERJANJIAN
akibat Keadaan Kahar.

Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung
jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya
secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
Keadaan Kahar untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

Jika batas waktu pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui,
PTHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar.

Setelah berakhir atau dapat diatasinya Keadaan Kahar tersebut maka PIHAK yang
mengalami Keadaan Kahar wajib melaksanakan kewajibannya yang tertunda paling
lambat 30 (tiga puluh) han kena.

Terjadinya Keadaan Kahar tidak mengubah hak dan kewajiban masing-masing
PIHAK yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN.
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PASAL 15
LARANGAN PENGALIHAN HAK

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN
kepada pihak ketiga manapun tanpa sepengetahuan PIHAK lainnya.

(h

PASAL 16
HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PERJANIJIAN diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut
dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
Perselisihan yang timbul dari PERJANJIAN akan diselesaikan oleh PARA PIHAK
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak tercapai kesepakatan, maka
PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum
PARA PIHAK.

PASAL 17
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PTHAK menetapkan petugas
penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat
komunikasi lainnya sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

Alamat : Jalan Trikora No.4, Kemuning, Kecamatan BanjarbaruSelatan,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Telepon : (0511) 4782026

Faksimile: (0511) 5912836

e-mail  : pa.banjarbaru@gmail com

PIHAK KEDUA

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQO) Tbk. KANTOR CABANG
MARTAPURA

Alamat :Jl. A. Yani Km. 40 No.5 Martapura

Telepon :(0511)4721072,4721870,4720289

Faksimile: (0511) 4721292

e-mail  : L0242@corp.bri.co.id
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Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PERJANJIAN, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi risiko dan
tanggungjawab PIHAK yang mengubah alamat.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengiriman surat dan/ atau paket
menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK yang mengirim.

PASAL 18
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam PERJANJIAN dilaksanakan secara professional dengan penuh
tanggungjawab.

PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN akan diatur dan
dituangkan dalam bentuk addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.

Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan
PERJANHAN dan peraturan perundang- undangan serta Peraturan dan kebijakan
Mahkamah Agung dan kantor pusat PIHAK KEDUA.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau
putusan pengadilan yang membatalkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam
PERJANJIAN maka PARA PIHAK dapat meninjau kembali PERJANJIAN,

PIHAK _KESATU PIHAK KERUA
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PASAL 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian PERJANJIAN ditandatangani pada han dan tanggal sebagaimana
tersebut pada bagian awal PERJANIJIAN, dibuat rangkap 2 (dua)} masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA
PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA pada saat PERJANJIAN ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU

(LY

Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI,

S.H.IL, M.HL
KETUA PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU

PIHAK KEDUA
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Thk.
KANTOR CABANG MARTAPURA

"
i
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PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Tbk.

ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA
(sejak pegawai s/'d masa pensiun)

Nomor :*A /KC/ADK/X1/2021
Nomor : W15-A12/1918/KU.01/11/2021

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat, bulan november, tahun dua ribu dua puluh satu, (24-11-

2021}, bertempat di Martapura yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
hukum Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili ofeh Faisalsclaku Pemimpin Cabang PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Martapura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor
68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. H, Muhammad Najmi Fajri, 8,H.I, ML.H.1, sclaku Ketua, di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Instansi Pengadilan Agama Banjarbaru dengan alamat JI. Trikora Kota
Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK), maka PARA
PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (selanjumya
disebut Perjanjian) dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai/vang pensiun di lingkungan kerja
Instansi Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUFP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawai tetap di lingkungan
kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.

PIHAK KEDUA (melalui Pemotong Gaji vang ditunjuk untuk memotong gaji di PITHAK KEDUA) sanggup
dan bersedia untuk memotongkan gaji sebagai pembayaran angsuran BRIGUNA dari para pegawainya yang
menerima fasilitas BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA sesuat dengan daftar nominatif tagihan Kredit
BRIGUNA yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya dan
menyetorkan seluruh hasit pemotongan gaji tersebut kepada PEHAK PERTAMA,



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Tbk.
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PASAL 2
PENGERTIAN

1. PEGAWAI atau disebut pula debitur adalah pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA yang memperoleh

fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Pegawai aktif sesuai dengan ketentuan kepegawaian dari PIHAK KEDUA; atau

b. Pegawai yang akan memasuki usia pensiun, atau

c. Pegawai yang telah dinyatakan pensiun sesuai dengan SK Pensiun yang diterbitkan oleh PTHAK KEDUA.

5. PENSIUN adalah suatu masa dimana pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA tidak bekerja lagi karena
masa tugasnya sudah selesai dan menerima uang tunjangan setiap bulan.

3. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur berpenghasilan tetap, baik yang masih
aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap yang akan memasuki usia pensiun di suatu instansi
perusahaan yang mempunyai Dana Pensiun (DP) dan akan menerima uang pensiun secara rutin.

4. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari gaji pegawai setiap buiannya
sebagai pembayaran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA sesuai daftar nominatif tagihan yang
disampaikan olebh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

5 DAFTAR NOMINATIF TAGIHAN adalah daftar nominatif tagihan angsuran Kredit BRIGUNA yang berisi
nama-nama pegawai dari PITHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA dart Pihak Pertama,
yang terdiri dari: Nomor Urut, Nomor Rekening, Nama Pegawai,dan Jumlah Angsuran.

6. SURAT KUASA POTONG GAIJI untuk selanjutnya disingkat SKPG adalah Surat Kuasa bermetarai cukup
yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaji yang Ditunjuk dari PIHAK KEDUA didalam
memotong gaji para pegawai dari PIHAK KEDUA setiap bulannya guna keperluan angsuran Kredit
BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, vang masa berlakunya Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit
BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan hunas.

7 SURAT KUASA DEBET REKENING adalah Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk
digunakan oleh PIHAK KEDUA didalam memotong gaji pensiun setiap bulannya guna keperluan angsuran
Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, yang masa berlakunya Surat Kuasa tersebul sampa: dengan
Kredit BRIGUNA dari pegawai yang bersangkutan junas.

8 PEMOTONG GAJI YANG DITUNJUK adalah petugas/pejabat maupun badan/perusahaan yang ditunjuk,
diserahi tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan ofeh PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab
melaksanakan kewajiban memotong gaji para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA setiap bulannya dan
sekaligus menyetorkan hasil pemotongan gaji tersebut kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya sebagai
angsuran Kredit BRIGUNA sampai dengan Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan kerja PIHAK
KEDUA yang bersangkutan lunas.

9. JASA PEMOTONGAN GAJI adalah imbalan yang diberikan atas jasa pemotongan gaji untuk pembayaran
angsuran fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas
Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai vang dapat direkomendasikan adalah sebagai
berikut:

a. Pegawai tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama
dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir,

b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;

¢. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas kredit, baik dari bank lain,
koperasi, maupun pihak/lembaga keuangan lainnya;,
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d. Apabila karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan
(mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau pegawai yang bersangkutan berhenti dari
instansi/perusahaannya, maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersbeut kepada PIHAK
PERTAMA pada kesempatan pertama,

e. Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang
berisi kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahuiu uang pensiunnya (jika herhak pensiun atan jika
di lingkungan Pihak Kedua terdapat aturan pensiun bagi para pegawainya), uang pesangon maupun segala
penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan
kreditnya kepada PIHAK PERTAMA, jika pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau
diberhentikan (PHK) sebelum fasilitas Kredit BRIGUNA yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA
dimaksud lunas.

f. Serta memenuhi persyaratan/ketentuan Kredit BRIGUNA lainnya yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar pegawai yang mengajukan permchonan
fasilitas Kredit BRIGUNA vyang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan ditampiri
untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA, meliputi:

a. Foto copy KTP suamifisteri dan Kartu Keluarga;

b. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan

instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja,

Asli SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) bagi pegawai yang telah pensiun;

Rekomendasi dari pimpinan instansi perusahaan;

Daftar Perincian Gaji vang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian gaji tersebut;

Daftar Perincian Hutang vang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, selain yang

diperoleh dan PIHAK PERTAMA;

g Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pemotong Gaji yang Ditunjuk yang menyatakan tentang
kesanggupan untuk memotong gaji pegawal setiap bulannya sebagai angsuran, dan selanjutnya
menyetorkannya ke PIHAK PERTAMA sebagai angsuran;

h. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG),

i. Surat Kuasa Debet Rekening;

J. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA.

3. Dalam hal SK milik pegawai hilang sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK
untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa
tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari Pihak Kedua mengenai kebenaran hilangnya SK Pegawai
vang bersangkutan.

4. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan keadaan pegawai, hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua, dit), termasuk keterangan
ji_kg terdapat pinjaman pegawai tersebut pada Koperasi, Bank maupun lembaga keuangan lainnya selain
pmjaman yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari
keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA, termasuk pula ketertiban dan kelancaran pemotongan
g4ji oleh Pemotong Gaji Uang Pensiun yang Ditunjuk untuk selanjutnya disetorkan kepada PIHAK
PERTAMA sebagai angsuran Kredit BRIGUNA

6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya bahwa Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan selalu memotong
setiap bulannya gaji pegawai yang meinkmati fasilitas Kredit BRIGUNA tanpa terkecuali sebagai angsuran,
termasuk ketertiban kelancaran penyetoran angsuran tersebut setiap bulannya kepada PTHAK PERTAMA.

7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan menyampaikan
Surat Pernyataan bermaterai cukup kepada PIHAK PERTAMA, yang menyatakan;

~ o a0
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a. Kesanggupan Pemotong Gaji yang Ditunjuk untuk melakukan pemotongan gaji, mendahulukan
pemotongan gaji debitur untuk pembayaran angsuran di BRI secara tertib, dan menyetorkan langsung ke
BRI pada kesempatan pertama.

b. Apabila Pemotong Gaji yang Ditunjuk karena sesuatu hal diganti/mutasi. maka kerja sama dalam hal
pemotongan gaji tersebut akan dilanjutkan oleh Pemotong Gaji yang ditunjuk sebagai penggantinya.

¢. Pemotong Gaji yang Ditunjuk akan memberitahukan kepada BRI apabila seorang atau iebih pegawai yang
belum melunasi kreditnya tersebut suatu ketika pindah/mutasi keluar daerah atau berhenti,

8. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai penerima fasilitas Kredit
BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai
sendiri, maka akan mendahulukan memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala
penerimaan hak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa
kreditnya/sisa kewajiban yang masih ada di PTHAK PERTAMA.

9. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari
PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat
Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan kredit
lunas.

10. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya.
Daftar nominatif diketahui oleh Kepala Instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.

11. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK
PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para pegawainya, termasuk
pula mengijinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing pegawai
dimaksud apabita PIHAK PERTAMA memerlukannya.

12. PIHAK KEDUA menginstruksikan kepada para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA untuk membuat Surat
Kuasa Potong Gaji (SKPG) bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang selanjutnya
diberikan kepada Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk guna keperluan pemotongan gaji para pegawai
tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai dengan kredit lunas.

13. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan data dan informasi tanggal pensiun dan proyeksi gaji
pensiun debitur.

14, PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyerahkan SK Pensiun rangkap 2 (dua) atas nama debitur dan
tembusan Taspen kepada BRI

PASAL 4
HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI PIHAK
KEDUA oleh PIHAK PERTAMA

PASAL S
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai pemohon Kredit
BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas
Kredit BRIGUNA.

2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA
yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai dimaksud.

3. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA Daftar Nominatif Tagihan Angsuran Kredit BRIGUNA dari para
pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA setiap bulannya.
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PASAL 6
HAK-HAK PTHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh pegawai di
lingkungan PIHAK KEDUA.

2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data
para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data
kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai dimaksud.

3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan
kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK
PERTAMA.

4 Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari
masing-masing pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA, maupun
menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalan rangka kelancaran pembayaran/pelunasan
Kredit BRIGUNA tersebut apabila tejadi kondisi seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (8) Perjanjian Kerjasama
ini, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya
penerimaan PTHAK PERTAMA atas angsuran Kredit BRIGUNA dari pegawai di lingkungan PIHAK
KEDUA,

5. Menerima SK Pensiun rangkap 2 (dua) atas nama debitur dan tembusan Taspen.

PASAL 7
PENYETORAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA

1. Hasil dari pemotongan gaji para pegawai setiap bulan yang dilakukan oleh Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang
Ditunjuk, seluruhnya harus segera dilimpahkan/disetorkan kepada PIHAK PERTAMA tanpa terkecuali setiap
bulannya sesuai dengan jadwal waktu pelimpahan/penyetoran yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA,

2. Apabila angsuran Kredit BRIGUNA tclah dibayarkan, kepada Pihak Kedua/debitur diberikan Tanda
Terima/Bukti Setoran Angsuran Pinjaman sebagai bukti pembayaran angsuran Kredit BRIGUNA.

PASAL 8
JASA PEMOTONGAN GAJI

. PIHAK PERTAMA memberikan Jasa Pemotongan Gaji untuk pembayaran angsuran fasilitas Kredit
BRIGUNA kepada PIHAK KEDUA.

Besarnya Jasa Pemotongan Gaji dan tata cara pemba
yarannya tunduk kepada peraturan dan k
berlaku di PIHAK PERTAMA. i = FienEn vang

PASAL Y
JAMINAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Yang dijadikan jaminan dan sumber pembayaran Kredit BRIGI/NA adalah:
a. Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA
b. Hak-hak lainnya yang diperoleh PEGAWALI dari PIHAK KEDUA dalam hal PEGAWAI pensiun ten;tasuk
apabila PEGAWAL dipercepat pensiunnya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas ;;en-nintaan

pegawat sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja. 1 :
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c. Apabila dipertukan dapat pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain kendaraan bermotor, tanah,
tanah dan bangunan milik pegawai yang bersangkutan, sesuai dengan pertimbangan dan penilaian PIHAK
PERTAMA,

Setelah PEGAWAI memasuki masa PENSIUN, maka segala hak berupa uang penstun yang kepesertaan
pensiunnya diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun yang akan diserahkan kemudian sesuai Surat
Pernyatan Debitur yang keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
sehingga PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima uang Pensiun dimaksud guna diperhitungkan dengan
KREDIT BRIGUNA.

Dalam mendukung pelayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA,
antara lain:

a. Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawas dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dari masing-masing pegawai
tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lainnya yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA yang
untuk selanjutnya masing-masing Asli SK Kepegawaian dimaksud disimpan di PIHAK PERTAMA
sampai dengan kredit lunas.

b. Tindasan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut yang aslinya diberikan
dan disimpan oieh Pemotong gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bersangkutan.

¢. Surat Kuasa Debet Rekening.

d. SK Pensiun rangkap 2 yang akan diserahkan kemudian sesuai Surat Pernyatan Debitur yang keseluruhan
dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

PASAL 10
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong
Gaji/Uang Pensiun, maupun PIHAK KEDUA lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang
bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
Kerugian yang timbul schagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggung jawab PTHAK PERTAMA dan
harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak
sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 11
PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memnuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana
tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat/tidak melimpahkan/menyetorkan angsuran Kredit
BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a.

b.

PH—IAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan
Kredit BRIGUNA sesual dengan keientuan yang beriaku di PIHAK PERTAMA.

Dalam hal pemberian fasititas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut
mengupayakaq penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai
dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.
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PASAL 12
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para
Pihak, dan berakhir apabita keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
para pegawai di fingkungan PIHAK KEDUA telah funas dan/atau dinyatakan funas secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bermaksud
untuk itu harus memberitahukan maksud dan alasan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis kepada
pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian
Kerjasama ini.

3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama scbagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah
adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-
undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjaniian Kerjasama
ni.

5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 di atas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran
Perjanjian Ketjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum
diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 13
PENYELESAJAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesatkan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari Kalender.

3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud datam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesatkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Martapura,

4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum {domisili) yang
tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Martapura.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Setiap terjadinya penggantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili
PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaii/Uang Pensiun yang
E!itunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA
dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
peTnberian fasilitas kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke
Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya {Pejabat/Pemotong (Gaji/Uang
Pensiun yang Ditunjuk/Petugas yang baru) Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah
pada tugas dan fanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Swrat Kuasa atay Surat
Penunjukan/Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat.

2. Hal-hal yang belum diatur atau betlum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang
perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak
yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian
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kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15
PENUTUP

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani
oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIITAK

KEDUA, Rangkap Kedua dipegang olech PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA
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PIHAK KEDUA

; mad Najmi Fajri, 8. H.I, M. H,
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru
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